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Dengan penuh kehormatan dan kegembiraan, kami mempersembahkan 

buku berjudul "Tradisi Piti Rambang (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Fiqh 

dan Hukum Perkawinan Indonesia." Buku ini merupakan sebuah eksplorasi 

mendalam terhadap tradisi unik Piti Rambang yang melibatkan aspek-aspek 

hukum dan norma perkawinan dalam konteks Indonesia. 

Tradisi Piti Rambang, juga dikenal sebagai "Kawin Tangkap," adalah 

warisan budaya yang kaya dari suku tertentu di Rembang, Indonesia. Tradisi 

ini menggambarkan proses pernikahan yang sarat dengan simbolisme dan 

ritual adat, menciptakan keindahan dalam keragaman budaya Indonesia. 

Buku ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis Tradisi Piti Rambang 

dengan fokus pada perspektif Fiqh (hukum Islam) dan hukum perkawinan 

Indonesia. Melalui kajian ini, kami berupaya menjembatani pemahaman 

antara tradisi lokal yang kaya dengan norma-norma hukum yang mengatur 

institusi perkawinan di Indonesia. 

Kami berharap bahwa buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang 

berharga bagi para peneliti, akademisi, dan pembaca yang tertarik dalam 

menjelajahi kekayaan budaya serta mengeksplorasi pernikahan dalam 

perspektif hukum di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam tentang 

Tradisi Piti Rambang, diharapkan kita dapat memperkaya wawasan kita 

tentang keberagaman budaya dan meningkatkan toleransi di tengah 

masyarakat. 

Penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak 

pihak. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah 

berkontribusi dalam proses penelitian dan penulisan ini. Semoga buku ini 

memberikan kontribusi positif bagi keberlanjutan dan pemahaman akan 

warisan budaya Indonesia. 

Semoga buku ini dapat menjadi jendela yang mengarah pada 

pemahaman yang lebih mendalam tentang Tradisi Piti Rambang dan 

kontribusinya terhadap keanekaragaman budaya Indonesia serta pemikiran 

hukum perkawinan di tanah air. 
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KEMAJEMUKAN TRADISI  

PERKAWINAN MASYARAKAT INDONESIA 

 
Manusia merupakan makhluk yang diberikan kemampuan dan kelebihan 

melebihi makhluk yang lainnya. Sehingga setiap kegiatan yang akan dilakukan 

akan memunculkan aturan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Salah satu 

kegiatan yang harus ada aturannya ialah Perkawinan. Perkawinan merupakan 

kegiatan sakral, yang artinya tidak cukup seseorang melakukan kegiatan 

perkawinan hanya sebatas suka demi suka. Tentunya ada aturan yang harus 

dipatuhi agar perkawinan yang dilaksanakan tidak mengakibatkan bencana di 

kemudian hari. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan 

siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan 

pernikahan itu sendiri. Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral yang 

perlu banyak pertimbangan sebelum melaksanakan pernikahan tersebut yang 

perlu adanya kesiapan mental dan rohani baik dari pihak laki- laki maupun 

perempuan. 

Baik agama, negara, maupun budaya semuanya memiliki aturan terhadap 

perkawinan. Dengan tujuan menjaga setiap manusia dari perkara yang dapat 

mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada. 

Sudah menjadi kodrat dari Allah, bahwa dua orang manusia yang berlainan 

jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki keinginan yang sama, 

untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal 

tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut 
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KONSEP PERKAWINAN  

 
A. PENGERTIAN PERKAWINAN 

Dalam hukum Islam istilah “nikah atau kawin” definisinya sama halnya 
dengan “zawaj”. Menurut bahasa Nikah dapat diartikan dengan “dham” yang 
artinya menghimpit atau berkumpul. Selain itu nikah juga memiliki arti kiasan 

yaitu “wathaa” yang dapat diartikan dengan bersetubuh, dan juga diartikan 
“aqad” yang berarti ikatan atau tali pengikat. Sedangkan secara terminologi 
perkawinan merupakan suatu akad atau perkataan yang membolehkan atau 

menghalalkan hubungan suami istri dalam rangka untuk mewujudkan 

kebahagiaan hidup yang diliputi rasa senang, tenteram, rasa sayang dengan 

cara mengharap keridhoan dari Allah SWT.14 

Allah SWT dalam Al-Quran telah memberikan penjelasan mengenai 

perkawinan yaitu untuk menciptakan kehidupan keluarga antara suami, istri, 

anak-anak dan orang tua, agar tercapai kehidupan yang aman, damai, 

tentram (sakinah), pergaulan yang dilandasi dengan cinta (mawaddah), yang 

juga dilandasi dengan santun (Rahmah).15  

Perkawinan dimaknai dengan akad atau ikatan, karena dalam suatu 

prosesnya terdapat ijab dan qabul, ijab berupa pernyataan pernyerahan diri 

dari wali pihak perempuan kemudian penyataan kabul atau penerimaan dari 

pihak lelaki atau pengantin laki-laki. Dalam Al-Qur’an menyebutkan istilah 

 
14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14. 
15 Sajuti Malik, Hukum Keluarga Indonesia, UI Press, Jakarta, 1974, hal. 47. 
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KONSEP TRADISI 

 
A. PENGERTIAN TRADISI 

Kata tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari 

bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf “waratsa”. Kata ini berasal dari 
bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua 

orang tuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.30 

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam 

suatu masyarakat dan merupakan kebiasaan kolektif dan kesadaran kolektif 

sebuah masyarakat.31 Menurut Soerjono Soekanto, tradisi adalah perbuatan 

yang dilakukan berulang-ulang di dalam bentuk yang sama.32 Lebih lanjut 

menurut Harapandi Dahri, tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan 

secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada 

sebuah komunitas.33 

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat dipahami secara sederhana 

bahwa tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling 

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi 

 
30 Ahmad Ali Riyadi, Dekonstruksi Tradisi (Yogyakarta: Ar Ruz, 2007) hal. 119 
31 Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi, (Yogyakarta: Kanisius,1994), hal. 12 
32 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal.181 
33 Harapandi Dahri, Tabot Jejak Cinta Keluarga Nabi di Bengkulu, (Jakarta: Citra, 2009), 

hal.76 
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TRADISI PERKAWINAN PITI  

RAMBANG PADA SUKU SUMBA  

 
A. PENGERTIAN PERKAWINAN PITI RAMBANG 

Piti Rambang merupakan istilah yang diambil dari Bahasa Sumba yang 

artinya Kawin Tangkap. Adapula istilah lain yang digunakan seperti dalam 

dialek Sumba Tengah dikenal Yappa Mawinni atau Yapawine yang artinya 

tangkap perempuan, adapula dalam dialek Sumba Timur dikenal dengan Piti 

Marangganggu yang artinya ambil dalam pertemuan, kemudian dalam 

diaelek Sumba Timur dikenal dengan istilah Piti Rambangu yang artinya ambil 

paksa.50 

Istilah-istilah yang digunakan oleh beberapa daerah di Sumba tersebut, 

mengacu pada satu peristiwa yang sama yaitu menangkap atau mengambil 

seorang perempuan yang diinginkan oleh seorang laki-laki untuk dijadikan 

istrinya. Peristiwa tersebut sebelumnya telah disusun dan direncanakan oleh 

pihak laki-laki dan keluarga pihak laki-laki yang mana perempuan tersebut 

diambil di tempat umum atau ruang publik seperti jalan raya, pasar 

tradisional, tempat kegiatan adat, di kebun, bahkan di rumah perempuan 

tersebut.  

 
50 F D Wellem, Injil dan Marapu, Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil 

dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876-1990, Cet. 1. (Jakarta: BPK Gunung Mulia 

Jakarta, 2004), hal. 72. 
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PRAKTIK PITI RAMBANG  

DALAM PERSPEKTIF FIQH 

 
Sebelum membahas hukum praktik rambang menurut fiqh tentu kita 

harus mengetahui terlebih dahulu hukum perkawinannya terlebih dahulu. 

Hukum asal dari perkawinan itu adalah mubah atau boleh. Namun dengan 

melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Rasul, tentu tidak mungkin 

dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya mubah. Dapat dikatakan 

bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan agama dan dengan telah 

berlangsungnya akad perkawinan tersebut, maka pergaulan laki-laki dengan 

perempuan menjadi mubah. Anjuran tersebut diantaranya terdapat dalam al-

Qur;an surat an-Nur ayat 32: 

 

مُِا ِا نِْيَّكُوْنوُْاِفقَُرَاۤءَِيغُْن ه  كُمِْوَا مَاۤىِٕكُمْۗ باَد  نِْع  يْنَِم  ل ح  نْكُمِْوَالصّٰ حُواِالََْياَمٰىِم  ُِِوَانَْك  ِوَاللّّٰٰ ۗ نِْفَضْل ه  ُِم  للّّٰٰ
عٌِعَل يْمٌِ  وَاس 

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” 

 

BAB  

5 



 

 

 

 

 

PRAKTIK PITI RAMBANG  

DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 

 
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting 

terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Perkawinan 

adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah 

tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yang 

harus dilaksanakan sesuai agamanya masing-masing dan harus juga dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.83 

Pelaksanaannya bahwa piti rambang yang dilakukan dengan cara 

pemaksaan dan tidak disetujui oleh pihak perempuan telah bertentang 

dengan asas hukum perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Sebagaimana diubah dan diperbaharui Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan) 

dengan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal. Pemaksaan terhadap perempuan tidak akan bisa mewujudkan keluarga 

yang bahagia. Pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang 

yang tidak dia sukai dapat menyebabkan masalah gangguan mental ataupun 

psikologis. Terganggunya mental ataupun psikologis perempuan dalam 

 
83 Safrin Salam et al., “Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum,” 

Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol. 7, No. 1 (Juni 
26, 2022): 49, https://jurnal.ar raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/12869. 
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MENYIKAPI PRAKTIK PITI RAMBANG  

 
Sistem sosial Sumba yang lebih mengutamakan harmoni dan menjaga 

hubungan antar keluarga, serta kuatnya tradisi yang menyelimutinya, 

menyebabkan praktik piti rambang ini dianggap suatu hal yang wajar dan 

lumrah untuk dilakukan. Akibatnya perempuan yang menjadi korban dari piti 

rambang ini sulit untuk melawan karena dipaksa untuk mengikuti aturan yang 

sudah biasa dilakukan. Oleh karena itu harus adanya sinergitas secara 

berkesinambungan antara semua pihak untuk memberikan edukasi, 

pemahaman, bahkan ketegasan dan hukuman supaya piti rambang ini 

terhenti atau minimal untuk tidak menghilangkan budaya dirubah sistemnya 

dengan persetujuan semua pihak termasuk dari calon pengantin perempuan. 

Conflict of conduct norm muncul karena kelompok-kelompok sosial 

memiliki kompleksitas norma-norma perilaku yang karena perbedaan cara 

hidup dan nilai-nilai sosial yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok ini.97 

Pada kasus ini conflict of conduct norm terjadi karena suatu kelompok budaya 

diperluas sampai mencakup wilayah kelompok budaya lain.98 Pada kasus piti 

rambang ini terjadi benturan antara norma adat Sumba dengan norma 

hukum negara Indonesia. Sebelum maupun sesudah adanya perubahan 

praktek dalam kawin tangkap, dua-duanya sama menyimpang. 

 
97 Sellin, T. (1970). “The Conflict of Conduct Norms”, in M.E. Wolfgang et.al. The sociology 

of Crime and Delinquency. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. pp. 186-189. 
98 Sellin, T. (1970). “The Conflict of Conduct Norms”, in M.E. Wolfgang et.al. The sociology 

of Crime and Delinquency. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, Inc. pp. 186-189. 
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